
BAB. I 

PENOAHULUAN 

Pertentangan-pertentangan yang timbul dalam masyarakat dapat menimbulkan 

berbagai macarn bentuk kejahalan, yang dapat melanggar beberapa kepentingan yaitu : 

I. Kcpeniingan perseorangan. 

2. Kepentingan masyarakat. 

3. Kepetingan negara. 

Ketiga macam kepentingan ini disebut sebagai kepentingan hukum, yang antara satu 

dengan yang lainnya saling bcrkai� karena suatu kepentiogan hukum baru dapat 

dianggap kepeotingan perorangan apabila kepentingan itu juga merupakan kepentingan 

masyarakat. 1 

Kaitannya dengan kepentingan negara yaitu tentang tersentuhnya keamanan 

negara adalah juga merupakan kepentingan masyarakat dan perorangan, yang 

memerlukan ketentraman dan keamanan dalam masyarakat. Untuk terciptanya 

kcamanan dan ketertiban dalam masyarakat diperlukannya adanya hukum yang 

mengatur dan juga penguasa sebagai pelaksana huk'Ulll tersebut, agar hukum itu dapat 

berjalan sebagaimana rnestinya. 

Kegiatan dalam menentang pemerinlahan yang sah ini dapat dilakaukan dengan 

berbagai cara, bail; dengan cara tertutup maupun terbuka, dan lebih berbahaya dalam hal 

ini adalah yang dilakukan secara tertutup karena kegiatan tersebut sulit untuk diketahui 

secara cepat, sehingga ha! ini sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup berbangsa. 

1 K. Satochid. Sl:I., Hukum Pidana Bagian l Pen. Balai Lektur Mahasiswa. Hal 80. 
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Hukum dilihat kauannya dengan pembangunan nasional menampakkan dirinya 

dalam dua wajah yaitu: 

I. Di satu pihak hukum i1u dipandang sebagai objek dari pembangunan nasional dalam 

artian bahwa hukum itu d1lihat sebagai satu sektor dan pembangunan itu dilihal 

sebagai satu sektor dari pembangunan 1tu sendiri yang perlu mcndapat perhatian 

dalam penegakan, perkembangan dan pembinaannya. 

2. 01 sisi lain hukum 1tu harus dipandang scbagai suatu alat pengontrol (as a tool of 

social enginering), dan sebagai sarana penunjang yang dapal mempelancar usaha­

usaha pembangunan nas1onal d1 negara kita� 

Usaha pemerintah dalam mencip1akan stabiliias nasional yang meliputi berbagai 

aspek keh1dupan ralcyat yanu b1dang idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan 

Hankam, yang apab1la d1kaitkan dengan Undang-undang Pemberantasan Kegiatan 

Subversi (UUPKS) adalah mempunya1 hubungan karena UUPKS adalah merupakan 

peraturan penga:man bagi bidang-b1dang yang diJaksanakan pemerintah terscbut. 

Dalam hal perundang-undangan yang telah dicabu1 menurut .. Stufentorinya"-nya 

Hans Kelsen dan Adolf Merkl, maka Undaag-undaag atau peraturan dan norma 

dasamya (grundnorm) celah d1cabu1 deogan sendirinya juga telah tercabut Menurut 

Adolf Merkl, suatu norrna hukum itu ke atas ia bersumber dan bergantung pada norma 

yang diatasnya, tetapi ke bawah ia juga menjadi dasar dan sumber dari norma hukum di 

bawahnya. Suatu norma hukum 1tu mempunyai masa berlaku yang relallf, dan oleb 

bttna 1tu masa berlalrunya JUga tergantung pada norma huk:um diatasnya. Scbingga, 

a;:abi1a norma hukum yang diatasnya dicabut maka norma-norma hukum yang berada 

• � SH,Masalah Hulrum Pcnctbit Alumni Bandung. Hal.19 
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